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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam Kota
Sabang dalam sosialisasi Qanun Jinayat yang memuat ketentuan tindak pidana,
sanksi, serta mekanisme penegakan hukum syariat Islam, sekaligus mengkaji
implementasinya pada masyarakat Sabang yang multikultural sebagai wilayah
kepulauan dan destinasi wisata internasional. Isu krusial dalam Qanun tersebut
antara lain tentang khalwat dan Ikhtilat (berduaan beda jenis kelamin yang
bukan suami istri), yang mana hal tersebut akan menjadi problematis bagi
wisatawan. Karena itu penting untuk melihat bagaimana manajemen
komunikasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi
lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen
komunikasi dijalankan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan diterapkan
pola adaptif dengan mengintegrasikan materi sosialisasi ke dalam kegiatan
keagamaan rutin serta penyesuaian pesan antara masyarakat lokal dan
wisatawan. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas fungsional
dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan sosialisasi menekankan pendekatan
kultural dan persuasif, namun pada sektor pariwisata masih bergantung pada
peran individu sebagai perantara informasi sehingga distribusi pesan belum
merata. Komunikasi kepada wisatawan dilakukan secara persuasif dan tidak
langsung melalui kerja sama dengan pengelola penginapan, pemandu wisata
serta pengiriman surat imbauan kepada manajemen kapal pesiar guna menjaga
kenyamanan pengunjung dan citra pariwisata Sabang. Pengawasan dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan aparatur gampong, sedangkan evaluasi
didasarkan pada kecenderungan kasus pelanggaran. Dalam implementasinya,
masyarakat lokal cenderung mengutamakan mekanisme hukum adat demi
menjaga keharmonisan sosial, sementara hukuman bagi wisatawan lebih pada
teguran lisan daripada menerapkan cambuk atau denda lainnya. Penelitian
menyimpulkan manajemen komunikasi dalam sosialisasi ganun jinayat di kota
Sabang efektif pada masyarakat lokal, tetapi belum optimal bagi wisatawan,
sehingga diperlukan penguatan komunikasi visual dan digital.

Kata kunci: Dinas Syariat Islam; Manajemen Komunikasi; Qanun Jinayat;
Sosialisasi; Kota Sabang.
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ABSTRACT

This study analyzes the communication management of the Islamic Sharia Office
(Dinas Syariat Islam) of Sabang City in the dissemination of the Qanun Jinayat,
which regulates criminal offenses, sanctions, and mechanisms for enforcing Islamic
criminal law, while also examining its implementation within Sabang’s
multicultural society as an archipelagic region and international tourist destination.
Crucial issues in the Qanun include khalwat and ikhtilat (seclusion or close
interaction between unmarried men and women), which may be problematic for
tourists. Therefore, it is important to examine how communication management is
conducted. This research employs a qualitative approach with a descriptive method.
Data were collected through in depth interviews, field observations, and
documentation. The findings show that communication management is carried out
through the stages of planning, organizing, implementation, supervision, and
evaluation. At the planning stage, an adaptive pattern is applied by integrating
dissemination materials into routine religious activities and adjusting messages for
local communities and tourists. Organizing is conducted through functional task
division and cross sector coordination. Implementation emphasizes cultural and
persuasive approaches; however, in the tourism sector it still relies on individuals
as information intermediaries, resulting in uneven message distribution.
Communication directed at tourists is persuasive and indirect, conducted through
cooperation with accommodation managers, tour guides, and official advisory
letters to cruise ship management to maintain visitor comfort and Sabang’s tourism
image. Supervision is participatory, involving village (gampong) authorities, while
evaluation is based on trends in violation cases. In practice, local communities tend
to prioritize customary law mechanisms to preserve social harmony, while
sanctions for tourists are generally limited to verbal warnings rather than corporal
punishment or fines. The study concludes that communication management in the
dissemination of the Qanun Jinayat in Sabang is effective among local communities
but not yet optimal for tourists, indicating the need to strengthen visual and digital
communication strategies.

Keywords: Communication Management; Islamic Sharia Office; Jinayat Qanun;
Socialization; Sabang City.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang
memperoleh status otonomi khusus dari pemerintah pusat. Pemberian
kewenangan istimewa tersebut menempatkan Aceh pada posisi yang berbeda
dibandingkan daerah lain, khususnya dalam pengelolaan urusan keagamaan,
adat dan budaya lokal, serta sektor pendidikan. Kewenangan ini sekaligus
menjadi landasan bagi implementasi syariat Islam yang terintegrasi dalam
berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat maupun dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan.? Sebagai daerah yang memiliki jejak historis
panjang dalam praktik dan internalisasi ajaran Islam, Aceh diberikan ruang dan
kewenangan yang luas untuk mengimplementasikan syariat Islam secara
komprehensif (kaffah) dalam sistem hukum serta kehidupan sosial
masyarakatnya.? Pemerintah daerah kemudian merumuskannya dalam berbagai
produk hukum daerah, salah satunya adalah Qanun Jinayat yang mengatur
perbuatan jarimah (pidana) berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.?

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan

bentuk kodifikasi hukum pidana Islam yang mengatur beragam perbuatan

1 Al Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, “Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam” 1, no. 1 (2006). Hal 4

2 Jawahir Tantowi, Dinamika dan Impelentasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan, 2002.
Hal 7.

¥ Mu’min Firmansyah Hudhaif Zuhdi Al-afify, “Penerapan Qanun Jinayat di Aceh,” Al-
Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 3, no. 1 (2025), Hal 189.



pidana, di antaranya konsumsi khamar (Minuman keras atau segala sesuatu
yang memabukkan.), maisir (Perjudian atau permainan yang mengandung
unsur taruhan), khalwat (perbuatan berdua-duaan laki-laki dan perempuan
bukan mahram di tempat tertutup), ikhtilat (Bermesraan bukan suami istri),
perbuatan zina (Persetubuhan luar nikah), Qadzaf (Tuduhan zina palsu), Liwath
(Hubungan seksual antara sesama laki-laki), Musahagah (Hubungan seksual
antara sesama perempuan).* Qanun ini disusun dengan tujuan untuk menjaga
moralitas publik, membentuk tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam, serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum.> Namun dalam
implementasinya, ganun ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam
hal pemahaman, penerimaan, serta efektivitas pelaksanaannya di tengah
masyarakat yang majemuk.®

Salah satu wilayah yang menunjukkan kompleksitas dalam pelaksanaan
Qanun Jinayat adalah Kota Sabang. Kota ini memiliki karakteristik geografis
sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata unggulan dengan keragaman
etnis serta budaya masyarakatnya.” Di tengah geliat pariwisata dan interaksi
sosial yang terbuka, sosialisasi norma-norma syariat Islam menghadapi

dinamika tersendiri. Interaksi yang intensif antara masyarakat lokal dengan

4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Procedia Manufacturing 1,
no. 22 Jan (2014): 1-17.

5> Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, dan Romi Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh,” Asia-Pacific Journal of Public Policy 7,no. 1 (2021):
18-28, https://doi.org/10.52137/apjpp.v7il.59.

® Hudhaif Zuhdi Al-afify, “Penerapan Qanun Jinayat di Aceh.”

" Nur Intan Simangunsong, Rini Fitri, dan Reza Fauzi, “Study of the Potential of Balohan
Village, Sukajaya District, Sabang City As Agro-Tourism,” Journal of Synergy Landscape 2, no. 1
(2022), Hal 233.



wisatawan yang datang dengan latar belakang budaya dan norma yang beragam
menuntut pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan persuasif, tidak cukup
hanya dengan penyampaian aturan secara formal. Tingkat pemahaman
masyarakat terhadap Qanun Jinayat di beberapa kawasan pinggiran Kota
Sabang juga masih tergolong rendah.® Banyak masyarakat belum mengetahui
bahwa Qanun Jinayat merupakan dasar hukum penyelesaian pelanggaran
syariat, sementara sebagian masyarakat cenderung masih memilih mekanisme
hukum adat yang dinilai lebih ringan dan familiar, seperti penyelesaian kasus
melalui musyawarah gampong atau sanksi sosial, yang dianggap lebih sesuai
dengan kebiasaan setempat dibandingkan sanksi formal yang diatur dalam
ganun.®

Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan serius dalam proses
penyampaian informasi dan pembentukan pemahaman hukum di masyarakat.
Data dari Mahkamah Syar’iyah Sabang mencatat sebanyak 20 Kkasus
pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dalam kurun waktu 2021 hingga 2024.
Rinciannya, pada tahun 2021 terjadi pelanggaran ikhtilat (Bermesraan bukan
suami istri) sebanyak 6 orang, maisir (perjudian) 4 orang, dan zina
(Persetubuhan luar nikah) 2 orang. Pada tahun 2022 tercatat satu kasus maisir
(perjudian), kemudian dua kasus maisir (perjudian) pada tahun 2023, dan

meningkat menjadi lima kasus pada tahun 2024.

8 M R Purwanto et al., “Problems of Implementation of Islamic Criminal Law (Qanun
Jinayah) In Aceh Darussalam Province,” Rigeo, 2021, Hal 12.

® M. Arif Fadillah A. Tanjung, Firmansyah, dan Fauziah Lubis, “Problematika Penegakan
Qanun Jinayat di Aceh,” As- Syar ’i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6 (2024), Hal 129.



Tabel 1 : Data Jumlah Pelanggar Qanun Jinayat di Kota Sabang 2021-2024

Tahun Kasus Jumlah Pelanggar
Ikhtilat 6 orang
2021 Maisir 4 orang
Zina 2 orang
2022 Maisir 1 orang
2023 Maisir 2 orang
2024 Maisir 5 orang
Jumlah keseluruhan 20 orang

Sumber Data : Laporan Mahkamah Syar’iyah Sabang

Fenomena terulangnya pelanggaran, khususnya dalam praktik maisir
(perjudian), menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami
dan menerapkan nilai-nilai yang diatur dalam Qanun Jinayat. Kondisi ini
menjadi indikasi bahwa aturan tersebut belum benar-benar menyentuh
kesadaran dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
masih terjadi kecenderungan untuk mengabaikan larangan meskipun sanksinya
telah diatur dengan jelas. Hal ini diperparah oleh resistensi budaya, persepsi
negatif terhadap hukuman seperti cambuk,'® serta keterbatasan informasi dan
media sosialisasi.'* Dalam konteks demikian, pendekatan komunikasi yang
tidak tepat sasaran dapat menghambat efektivitas implementasi ganun. Oleh
karena itu, dibutuhkan pengelolaan komunikasi yang terstruktur, adaptif, dan

sesuai dengan karakteristik masyarakat yang beragam.

10 Muhammad Ramadhana, “Diskursus Uqubat Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh :
Antara Efektivitas Hukum dan Kritik HAM Internasional,” Kampus Akademik Publising Jurnal
Sains Student Research, no. 4 (2025), Hal 370.

11 Armanda, Hasbi, dan Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayah di Aceh .Hal 22.



Manajemen komunikasi yang baik menjadi faktor kunci dalam
keberhasilan pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Sabang. Dinas Syariat Islam
(DSI) sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
sosialisasi memegang peran penting dalam menyampaikan pesan hukum syariat
secara efektif.’> komunikasi yang dijalankan perlu mempertimbangkan
keragaman budaya, tingkat pendidikan, dan pola interaksi sosial masyarakat
Sabang yang terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk dari wisatawan lokal
maupun mancanegara.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait Qanun Jinayat dari
berbagai perspektif, Studi oleh Praja dan Ulfa (2020) di Banda Aceh serta
Vahmi, dkk. (2020) di Bireuen menyoroti masalah fundamental dari sisi
manajerial dan struktural, seperti kualitas sumber daya manusia yang tidak
memadai, pengelolaan anggaran yang tidak optimal, penempatan pegawai yang
tidak sesuai, hingga tumpang tindih hukum. Dari perspektif komunikasi,
penelitian llyas dan Ar-Rahmany (2023) di Aceh Tamiang menemukan bahwa
pola komunikasi formal yang bersifat top down cenderung diabaikan
masyarakat, yang lebih merespons pendekatan interpersonal dari hati ke hati.
Hal ini diperkuat oleh temuan Musyra, dkk. (2024) di Lhokseumawe yang
mengidentifikasi ~ kurangnya  kerjasama yang  komunikatif  dan
berkesinambungan antar lembaga sebagai penyebab utama sosialisasi yang

tidak maksimal dan rendahnya kesadaran hukum publik. Lebih jauh lagi, studi

12 Muhammad Yusuf, “Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di aceh,” Samarah 3, no. 1
(2019), Hal 22.



oleh Ade Irma, dkk. (2020) yang telah menggunakan pendekatan manajemen
komunikasi, namun kajiannya terbatas pada penerapan busana Islami pada
mahasiswa di kota Banda Aceh, sehingga belum menyentuh kompleksitas
sosialisasi Qanun Jinayat secara umum.

Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa sudah ada yang
mengkaji terkait sosialisasi dan implemetasi Qanun Jinayat. Namun, hingga saat
ini belum ada studi yang secara khusus meneliti bagaimana manajemen
komunikasi dilakukan oleh Dinas Syariat Islam di Kota Sabang dalam
menyosialisasikan Qanun Jinayat. Padahal, Sabang memiliki kekhasan sosial
dan budaya yang menuntut pendekatan komunikasi yang berbeda dibandingkan
wilayah daratan Aceh lainnya. Inilah yang menjadi celah (research gap) yang
ingin diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini mengusulkan model komunikasi
yang terstruktur dan kontekstual, mengkaji dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan hingga evaluasi pengelolaan
komunikasi Dinas Syariat Islam dalam sosialisasi Qanun Jinayat di wilayah
kepulauan dan destinasi wisata kota Sabang.

Manajemen komunikasi memiliki posisi strategis dalam menentukan
efektivitas pelaksanaan suatu program maupun kebijakan. Tingkat keberhasilan
tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas institusi dalam merancang dan
mengelola pesan secara sadar, sistematis, terencana, serta dapat diukur, melalui

tahapan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan



evaluasi yang berkesinambungan.!® Tahapan ini memberikan gambaran yang
jelas dan terukur mengenai jalannya program, serta menunjukkan kekuatan dan
kelemahan yang ada. Proses inilah yang semestinya dijalankan secara efektif
dan efisien oleh Dinas Syariat Islam (DSI) dalam mensosialisasikan Qanun
Jinayat di Kota Sabang, Provinsi Aceh.

Dengan demikian, penelitian ini  memiliki kebaruan dalam
pengembangan model manajemen komunikasi syariat Islam di daerah dengan
kompleksitas sosial seperti kota Sabang. Penelitian ini menjadi signifikan untuk
dilakukan karena keberhasilan implementasi ganun jinayat sangat tergantung
pada manajemen komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.
Penelitian ini tidak hanya memperluas khazanah akademik dalam bidang
komunikasi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merancang
model komunikasi publik yang efektif dan kontekstual bagi pemerintah daerah,
khususnya dalam mengimplementasikan hukum syariat secara inklusif dan

berkelanjutan.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka ada
beberapa pertanyaan yang akan di cari jawabannya, adapun rumusan
masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam dalam Sosialisasi

Qanun Jinayat di Kota Sabang, Provinsi Aceh ?

18T Claassen dan S Verwey, “Managing Communication in the Organisation: An Integrated
Communication Management Model,” Communicare: Journal for Communication Studies in Africa
17, no. 2 SE-Articles (31 Oktober 2022), Hal 75.



2. Bagaimana Hasil Implementasi Qanun Jinayat Melalui Manajemen
Komunikasi Dinas syariat Islam dalam Sosialisasi di Kota Sabang,
Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan di cari jawabannya, maka
berikut adalah tujuan yang ingin di capai oleh penelitian ini:
1. Untuk menggambarkan manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam
dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat di kota Sabang.
2. Untuk menguraikan hasil implementasi Qanun Jinayat melalui
manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam sosialisasi di kota
Sabang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat dalam dua aspek utama:

1. Secara Teoritis:

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan
keilmuan komunikasi terutama dalam bidang Manajemen
Komunikasi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik
tentang manajemen komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan
pemerintah dan sebagai referensi bagi penelitian bidang komunikasi,

manajemen komunikasi, hukum Islam dan studi keislaman.



2. Secara Praktis :

a. Penelitian ini diharapkan menjadi lanskep kebijakan bagi Dinas
Syariat Islam dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan
menemukan metode sosialisasi yang tepat untuk penerapan Qanun
Jinayat di kota Sabang.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi
masyarakat dan wisatawan untuk memahami isi dan tujuan Qanun
Jinayat, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku sesuai dengan
norma hukum yang berlaku di Aceh, khususnya di Kota Sabang.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang relevan memuat uraian mengenai hasil-hasil penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian. Penyajian penelitian sebelumnya
bertujuan untuk dijadikan bahan pembanding, sumber rujukan tambahan, serta
tolok ukur bagi peneliti dalam merumuskan dan mengembangkan penelitian.
Selain itu, kajian terdahulu berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam
pelaksanaan penelitian lanjutan yang sejenis, sekaligus menjadi acuan
konseptual dalam mendekati dan memahami permasalahan penelitian yang
dikaji. Penelitian yang relevan perlu ditelaah secara kritis untuk
mengidentifikasi perbedaan substansial sekaligus menilai keabsahan penelitian
yang akan dilakukan. Berbagai penelitian terdahulu banyak dilakukan oleh
kalangan akademisi. Berikut ini disajikan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
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Pertama, jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat
di Aceh” yang ditulis oleh M. Yusuf dan diterbitkan dalam Samarah: Jurnal
Hukum Keluarga dan Hukum Islam pada tahun 2019. Jurnal ini membahas
efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Aceh dengan fokus pada koordinasi
antar lembaga dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menyoroti
pentingnya membangun komunikasi lintas institusi dan menyampaikan pesan
ganun secara utuh dan mudah dipahami oleh masyarakat. Persamaan dalam
penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sosialisasi Qanun Jinayat
dan pentingnya strategi komunikasi dalam pelaksanaannya. Namun,
perbedaannya adalah jurnal ini menitikberatkan pada efektivitas koordinasi
antar lembaga secara umum, sementara penelitian yang peneliti lakukan fokus
pada manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam di Kota Sabang.'*

Kedua, jurnal yang berjudul “Communication Management of Islamic
Sharia Agency in Applying Women's Islamic Fashion in Banda Aceh” yang
ditulis oleh Ade Irma dan diterbitkan dalam BIRCI-Journal pada tahun 2020.
Jurnal ini membahas manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam
penerapan busana Islami pada perempuan di Banda Aceh, dengan fokus pada
tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga
evaluasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas
manajemen komunikasi lembaga Dinas Syariat Islam. Namun, perbedaannya

adalah jurnal ini fokus pada penerapan busana Islami, sedangkan penelitian

14 Yusuf, “Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di aceh.”
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yang peneliti lakukan fokus pada sosialisasi Qanun Jinayat secara menyeluruh
di Kota Sabang.'®

Ketiga, jurnal berjudul “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat di Aceh” yang ditulis oleh D. Armanda dkk. dan
diterbitkan dalam Asia Pacific Journal of Public Policy pada tahun 2021.
Artikel ini membahas secara mendalam strategi implementasi kebijakan
hukum jinayat melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa,
baliho, ceramah publik, hingga pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi yang terencana, terstruktur,
dan kolaboratif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap Qanun
Jinayat. Persamaannya adalah sama-sama menekankan pentingnya strategi
komunikasi dalam sosialisasi ganun, sedangkan perbedaannya terletak pada
ruang lingkup dan konteks. Jurnal ini fokus pada tingkat provinsi dengan
pendekatan makro, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih
mengerucut pada Kota Sabang dengan menitikberatkan pada manajemen
komunikasi internal dan eksternal secara komprehensif.®

Keempat, jurnal yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Dinas Syariat
Islam dalam Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat di Kota Langsa” yang
ditulis oleh Z. Idami dan I. Latif serta diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa

FISIP Universitas Syiah Kuala pada tahun 2022. Jurnal ini mengkaji strategi

15 Ade Irma, Mohd Hatta, dan Syukur Kholil, “Communication Management of Islamic
Sharia Agency in Applying Women’s Islamic Fashion in Banda Aceh,” Budapest International
Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences 3, no. 1 (2020):
57687, https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.808.

16 Armanda, Hasbi, dan Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayah di Aceh.”
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yang digunakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menekan angka
pelanggaran qanun, termasuk pendekatan komunikasi yang diterapkan,
hambatan yang dihadapi, serta evaluasi program yang masih belum optimal.
Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat,
keterbatasan sumber daya, dan lemahnya pengawasan sehingga efektivitas
kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Persamaan dengan penelitian ini terletak
pada fokus terhadap peran Dinas Syariat Islam sebagai institusi kunci dalam
pelaksanaan syariat Islam. Namun, perbedaannya adalah penelitian yang
peneliti lakukan menekankan pada analisis mendalam mengenai manajemen
komunikasi sebagai suatu sistem kerja yang terstruktur dan menyeluruh di Kota
Sabang, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.'’

Kelima, jurnal yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun
2014 tentang Hukum lJinayah” yang ditulis oleh D. Armanda dkk. dan
diterbitkan oleh jurnal Humanis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional
pada tahun 2020. Jurnal ini membahas strategi penggunaan media massa,
baliho, penyuluhan langsung, serta pemanfaatan tokoh agama dan tokoh
masyarakat dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini
juga menjelaskan bagaimana sinergi berbagai pihak dapat meningkatkan
efektivitas penerimaan ganun di tengah masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi sangat dipengaruhi oleh

keterpaduan strategi komunikasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

1 Tkmal Jamilan dan Zahratul Idami, “Efektivitas Kebijakan Dinas Syariat Islam Dalam
Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat Di Kota Langsa,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP
Unsyiah 7, no. 1 (2022): 1-20.
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Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menekankan pentingnya
komunikasi publik yang efektif dan kolaborasi lintas pihak. Namun,
perbedaannya adalah penelitian ini mendalami pola manajemen komunikasi
secara lengkap dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengendalian hingga evaluasi secara khusus di Kota Sabang yang memiliki
karakteristik unik sebagai daerah kepulauan .18

Keenam, jurnal yang berjudul “Pola Komunikasi Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Tamiang” yang ditulis oleh Ilyas dan Ar-Rahmany dan
diterbitkan oleh JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge IAIN
Langsa pada tahun 2023. Jurnal ini membahas pola komunikasi internal dan
eksternal yang diterapkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang
dalam mengimplementasikan syariat Islam. Penelitian ini mengidentifikasi
hambatan-hambatan komunikasi yang muncul dalam pelaksanaan tugas
kelembagaan, serta menyoroti pentingnya pendekatan persuasif dan humanis
dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh
kemampuan lembaga dalam menyesuaikan strategi komunikasi dengan kondisi
sosial dan budaya masyarakat setempat. Persamaan penelitian ini adalah sama-
sama menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam
pelaksanaan tugas Dinas Syariat Islam. Namun, perbedaannya adalah

penelitian ini mendalami pola manajemen komunikasi secara lengkap dari

18 Dicky Armanda, Yusrizal, dan Nurzamli, “Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayah (Studi di Dinas Syari’at Islam Kota Lhokseumawe),” Humanis, no. 6
(2020): 59-105.
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tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga
evaluasi secara khusus di Kota Sabang yang memiliki karakteristik unik
sebagai daerah kepulauan .1°

Ketujuh, jurnal yang berjudul “Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul
Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh
Barat” yang ditulis oleh Nurjanah dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Dakwah
pada tahun 2019. Jurnal ini membahas strategi komunikasi dakwah yang
diterapkan oleh Wilayatul Hisbah, mulai dari pemilihan komunikator, pesan,
media, hingga evaluasi efek pesan kepada masyarakat. Penelitian ini
memperlihatkan betapa pentingnya perencanaan yang matang untuk mencapai
efektivitas dakwah hukum jinayat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama
menekankan strategi komunikasi dalam menyampaikan hukum syariat,
sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini fokus pada Wilayatul Hisbah,
sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada manajemen
komunikasi Dinas Syariat Islam di Kota Sabang yang lebih komprehensif .2

Kedelapan, jurnal yang berjudul “Implementation of Islamic
Communication to Realize Harmonization in Increasing Development in Aceh™
yang ditulis oleh Sulaiman Abdullah, dan Aminullah diterbitkan oleh Jurnal
International of Islamic Communication pada tahun 2024. Jurnal ini membahas

penerapan komunikasi Islam sebagai alat untuk mewujudkan harmonisasi

19 Mursyidin Ar-Rahmany Sanusi Ilyas, “Pola Komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten
Aceh Tamiang (Implementasi, Hambatan Dan Upaya),” Jirk Journal of Innovation Research and
Knowledge 3, no. 4 (2023): 881-94.

20 Nurjanah Nurjanah, “Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan
Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat,” Jurnal Ilmu Dakwah 39, no. 2 (2019):
147, https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4401.
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antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pembangunan Aceh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi Islam sangat
bergantung pada perencanaan yang matang, sinergi antar pihak, serta
monitoring yang berkelanjutan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis
dan mendukung pembangunan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama
membahas pentingnya perencanaan dan evaluasi dalam komunikasi Islam,
sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini fokus pada konteks pembangunan
umum, bukan sosialisasi Qanun Jinayat secara spesifik di Kota Sabang yang
memiliki karakteristik unik sebagai daerah kepulauan .2

Kesembilan, jurnal yang berjudul “Komunikasi Persuasif Pembinaan
Muallaf oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh” yang ditulis oleh Anuar
dan Amri dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas
Syiah Kuala pada tahun 2023. Jurnal ini mengulas secara mendalam strategi
komunikasi persuasif yang digunakan dalam membina muallaf, termasuk
pendekatan personal, ceramah, konsultasi, serta pemanfaatan media digital
sebagai sarana penyampaian pesan. Penelitian ini menegaskan pentingnya
penyesuaian metode komunikasi dengan karakteristik audiens agar pesan dapat
diterima dengan baik, menyentuh aspek emosional, dan membangun
keterikatan yang kuat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama
menitikberatkan pada pola komunikasi lembaga DSI, sedangkan perbedaannya

adalah jurnal ini berfokus pada pembinaan muallaf, sementara penelitian yang

21 Azman Sulaiman dan Muhammad Aminullah, “Implementation of Islamic

Communication to Realize Harmonization in Increasing Development in Aceh,” Jurnal Al-Fikrah

8523 (2024): 122-36.
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peneliti lakukan secara lebih luas membahas manajemen komunikasi dalam
sosialisasi Qanun Jinayat kepada seluruh masyarakat Kota Sabang yang
memiliki latar sosial dan budaya yang beragam.?

Kesepuluh, jurnal yang berjudul “Legal Protection of Minority Rights:
Study on the Implementation of Qanun Number 6 of 2014 Concerning the
Jinayat Law in Langsa City” yang ditulis oleh Farkhani dan Kurniawati dan
diterbitkan oleh Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam pada tahun 2023.
Jurnal ini membahas secara komprehensif tentang implementasi Qanun Jinayat
di Kota Langsa, dengan fokus pada perlindungan hak-hak kelompok minoritas,
khususnya masyarakat non-Muslim. Penelitian ini menyoroti bagaimana
pendekatan yang normatif dalam penerapan Qanun Jinayat masih menyisakan
celah terhadap jaminan keadilan substantif bagi kelompok rentan, sehingga
menuntut adanya strategi komunikasi pemerintah yang lebih inklusif, dialogis,
serta mampu menumbuhkan rasa keadilan dan keterbukaan di masyarakat.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-
sama menitikberatkan pada pentingnya pengelolaan komunikasi pemerintah
dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat kepada masyarakat, Sedangkan
perbedaannya terletak pada fokus wilayah dan kelompok sasaran, jurnal ini
lebih mengkaji perlindungan minoritas di Kota Langsa, sementara penelitian
yang peneliti lakukan membahas manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam

dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat kepada seluruh masyarakat di Kota

22 M Anuar dan M Amri, “Komunikasi Persuasif Pembinaan Muallaf oleh Dinas Syariat
Islam Kota Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala, 2023,
https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/10712.
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Sabang yang memiliki karakteristik kepulauan dan keragaman sosial budaya
yang beragam.?

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis paparkan, dapat
disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian terdahulu yang
secara khusus menelaah manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam
konteks sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang. Sebagian besar penelitian
sebelumnya berfokus pada aspek strategi komunikasi umum, efektivitas
kebijakan, serta pelaksanaan qanun di wilayah-wilayah daratan Aceh atau kota-
kota lain yang memiliki karakteristik sosial yang berbeda. Oleh karena itu,
penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan mengangkat konteks geografis
Sabang yang unik sebagai daerah kepulauan sekaligus destinasi wisata
internasional, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif
dan inklusif. Selain itu, penelitian ini mendalami manajemen komunikasi
sebagai sebuah sistem terstruktur yang melibatkan tahap perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi secara
komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi
dalam memperkaya literatur akademik bidang komunikasi Islam, tetapi juga
memberikan kontribusi praktis bagi Dinas Syariat Islam Kota Sabang dalam
meningkatkan efektivitas sosialisasi Qanun Jinayat, serta mendukung
penerimaan dan kepatuhan masyarakat serta wisatawan terhadap norma hukum

yang berlaku.

28 Farkhani et al., “Legal Protection of Minority Rights: Study on the Implementation of
Qanun Number 6 of 2014 Concerning the Jinayat Law in Langsa City, Aceh Special Region
Province,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 17, no. 2 (2023): 215-32.
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F. Kajian Teori

Manajemen komunikasi dipandang sebagai salah satu pendekatan
strategis dalam merespons fenomena pelanggaran Qanun Jinayat serta masih
terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap implementasi qanun tersebut.
Pelaksanaan suatu kebijakan menuntut adanya pengelolaan yang adaptif dengan
mempertimbangkan dinamika perubahan yang dialami individu dalam
kehidupan sosialnya, seperti perubahan lingkungan, perkembangan teknologi,
serta pergeseran cara pandang terhadap berbagai persoalan dan fenomena sosial.
Dalam rangka merumuskan solusi yang tepat, penelitian ini menggunakan
landasan teoretis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun
kerangka konsep dan teori yang digunakan mencakup Manajemen Komunikasi,
teori Birokrasi, teori System dan Difusi Inovasi, yang selanjutnya difungsikan
sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menafsirkan permasalahan penelitian
secara sistematis.

1. Manajemen Komunikasi
Manajemen komunikasi tersusun atas dua konsep fundamental yang

berbeda, yakni manajemen dan komunikasi.?*

Konsep manajemen
menitikberatkan pada aspek pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian

berbagai sumber daya. Sementara itu, komunikasi dipahami sebagai proses

penyampaian informasi sekaligus interaksi pertukaran gagasan.?® Walaupun

24 Irma, Hatta, dan Kholil, “Communication Management of Islamic Sharia Agency in
Applying Women’s Islamic Fashion in Banda Aceh.” Hal 577.

% Riinawati, pengantar teori manajemen komunikasi dan organisasi (Yogyakarta: PT.
Pustaka Baru, 2019). Hal 33.
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kedua konsep tersebut berasal dari bidang kajian yang berbeda dan memiliki
fokus masing-masing, keduanya dapat dipadukan secara konseptual sehingga
membentuk satu bidang kajian tersendiri dalam ranah studi komunikasi.

Manajemen komunikasi merupakan suatu proses pengelolaan yang
bertujuan membangun alur komunikasi yang efektif dan optimal. Melalui
manajemen ini, koordinasi antaranggota dapat berjalan dengan baik,
meminimalkan terjadinya tumpang tindih peran maupun informasi, serta
menyediakan mekanisme penyelesaian ketika muncul perbedaan pendapat di
antara anggota. Dengan demikian, manajemen komunikasi dapat dipahami
sebagai bentuk manajemen yang secara khusus diterapkan dalam seluruh
rangkaian kegiatan komunikasi.?®

Dalam konteks globalisasi informasi, konsep manajemen komunikasi
semakin banyak diaplikasikan, terutama oleh lembaga yang berupaya
melaksanakan berbagai program secara terarah. Siagian menyatakan bahwa
abad ini dapat disebut sebagai abad manajemen, mengingat setiap aktivitas
menuntut adanya pengelolaan yang berbasis pengetahuan.?’” Oleh sebab itu,
manajemen komunikasi menjadi elemen krusial agar program dan kegiatan
yang dijalankan oleh suatu lembaga dapat diimplementasikan secara efektif dan

efisien. Berikut ini diuraikan penjelasan mengenai kedua konsep tersebut.

% Tommy Suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi (Yogyakarta: Media
Pressindo, 2009). Hal 25.
2" Sondang P Siagian, Manajemen Strategis (Yogyakarta: BPFE UGM, 1998), Hal 2.
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a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris
management, yang dimaknai sebagai proses ketatalaksanaan, pengaturan
kepemimpinan, serta pengelolaan suatu kegiatan atau organisasi. Dalam bahasa
Arab, konsep manajemen dipahami melalui istilah an-nizam atau at-tanzim,
yang merujuk pada suatu sistem atau tatanan untuk menempatkan segala
sesuatu secara tepat pada posisinya. Pemaknaan ini, apabila diterapkan dalam
konteks aktivitas, mengandung arti serangkaian tindakan penertiban,
pengaturan, dan proses berpikir yang dilakukan oleh individu sehingga mampu
mengemukakan, menata, serta merapikan berbagai aspek di sekitarnya. Selain
itu, individu tersebut memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya dan
menjadikan kehidupan berjalan secara selaras dan harmonis dengan unsur-
unsur lainnya.?

Secara terminologis, Robert Kreitner mendefinisikan manajemen
sebagai suatu proses kerja yang dilakukan oleh individu-individu dalam rangka
mencapai tujuan organisasi di tengah lingkungan yang senantiasa mengalami
perubahan.?® Sementara itu, Oey Liang Lee memandang manajemen sebagai
seni sekaligus ilmu yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengoordinasian, serta pengendalian terhadap sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya, termasuk sumber daya alam, guna mencapai

28 Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah (Jakarta: PrenadaMedia
Group, 2015), Hal 9.

2 Robert Kritiner, Management, 4th ed. (Boston: Houghton Mifflin Company, 1989), Hal
9.
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tujuan yang telah ditetapkan.’® Adapun James A. F. Stoner mendefinisikan
manajemen sebagai suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengaturan anggota organisasi, serta pemanfaatan seluruh
sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.>!

Berdasarkan ketiga pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa
manajemen merupakan suatu proses yang tersusun atas rangkaian aktivitas
perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan, pengendalian, serta
pengembangan berbagai upaya dalam mengelola dan memberdayakan sumber
daya manusia maupun sumber daya lainnya secara terencana. Seluruh proses
tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
b. Fungsi Manajemen

George R. Terry mengemukakan empat fungsi utama dalam manajemen
yang dikenal dengan akronim P.O.A.C., yakni planning (perencanaan),
organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan controlling
(pengendalian). Selanjutnya, Hoeta Soehoet dalam karyanya menyempurnakan
konsep tersebut dengan menambahkan fungsi evaluating (evaluasi), yang
ditempatkan setelah tahap controlling, sehingga rangkaian fungsi manajemen
menjadi lebih komprehensif.3 Berikut kelima fungsi manajemen dimaksud:
1) Planning (perencanaan) merupakan suatu proses penetapan arah dan tujuan

yang hendak dicapai dengan terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai

30 M Manullang, Manajemen (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016) Hal 19.

31 James A F Atoner, Management, 6th ed. (New Jersey: Prentice Hall, 1995), Hal 7.

32 A' W Hoeta Soehoet, Manajemen Media Massa (Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta
IISIP, 2002), Hal 1-4.
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persyaratan yang perlu dipenuhi agar tujuan tersebut dapat diraih secara
efektif dan efisien. Perencanaan berfungsi sebagai landasan konseptual
dalam merumuskan tujuan sekaligus menyusun langkah-langkah strategis
yang akan ditempuh untuk mencapainya.

Organizing (pengorganisasian) dipahami sebagai proses menghimpun
individu-individu serta menempatkan mereka sesuai dengan kapasitas,
kompetensi, dan keahlian masing-masing ke dalam tugas dan pekerjaan
yang telah direncanakan sebelumnya.

Actuating (penggerakan) merupakan upaya menggerakkan seluruh elemen
organisasi agar beroperasi sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung
jawab masing-masing, serta mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber
daya yang tersedia sehingga pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dapat
berlangsung selaras dengan rencana dan mengarah pada pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan.

Controlling (pengawasan) merupakan proses pemantauan untuk
memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi telah berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga ditujukan untuk menilai
penggunaan sumber daya organisasi agar dimanfaatkan secara efektif dan
efisien serta tidak menyimpang dari arah yang telah direncanakan. Fungsi
ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses manajemen
berlangsung, khususnya pada tahap penggerakan.

Evaluating (penilaian) merupakan tahapan untuk menilai pelaksanaan

program di tengah masyarakat. Pada tahap ini, sejumlah pertanyaan krusial
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perlu diajukan, seperti sejauh mana program dapat diterima oleh

masyarakat, bagaimana respons dan tanggapan yang muncul, serta apakah

tujuan program telah tercapai. Proses evaluasi umumnya dilakukan setelah

program berjalan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya satu

bulan, guna memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas

pelaksanaannya.
c. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, yang bermakna
membangun atau menciptakan kebersamaan, yakni suatu kondisi kesamaan
makna dan pemahaman antara dua orang atau lebih.3® Everett M. Rogers
mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian ide dari
sumber kepada satu atau lebih penerima dengan tujuan memengaruhi atau
mengubah perilaku mereka. Sementara itu, D. Lawrence Kincaid memaknai
komunikasi sebagai proses ketika dua orang atau lebih membangun atau
melakukan pertukaran informasi secara timbal balik, yang pada akhirnya
menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam di antara para pelaku
komunikasi tersebut.>*
Selain itu, Sir Gerald Barry memaknai komunikasi sebagai suatu proses

perundingan. Melalui komunikasi, individu memperoleh pengetahuan,
informasi, serta pengalaman yang memungkinkan terbangunnya saling

pengertian dalam percakapan, pembentukan keyakinan, dan kepercayaan.

3 AW Wijaya, llmu Komunikasi: Pengantar Studi (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), Hal 120.
% Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Wali Pers, 1998), Hal 20.
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Dalam konteks tersebut, aspek pengendalian menjadi elemen penting agar
proses komunikasi dapat berlangsung secara terarah dan efektif.>® Onong
Uchjana Effendy mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian
pesan dalam bentuk lambang yang merupakan perpaduan antara pikiran dan
perasaan, meliputi ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbalan, dan unsur
lainnya. Proses tersebut dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, baik
secara langsung melalui tatap muka maupun secara tidak langsung dengan
memanfaatkan media, dengan tujuan memengaruhi, mengubah sikap,
pandangan, atau perilaku komunikan sebagai penerima pesan.*

Definisi komunikasi yang dikemukakan oleh keempat pakar tersebut
menunjukkan adanya keragaman perspektif. Perbedaan pemaknaan ini pada
dasarnya merupakan hal yang wajar, mengingat perkembangan awal ilmu
komunikasi dipengaruhi oleh para ilmuwan yang memiliki latar belakang
pengalaman, disiplin keilmuan, serta fokus kajian yang berbeda-beda.3’
Meskipun definisi komunikasi yang dirumuskan oleh para pakar tersebut
memiliki perbedaan sudut pandang, apabila dicermati secara mendalam,
keseluruhannya tetap berangkat dari esensi yang sama, yakni komunikasi
sebagai proses penyampaian atau pertukaran informasi antara individu, baik
secara satu arah maupun timbal balik. Pemahaman ini, pada dasarnya, sejalan

dengan gambaran yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver pada tahun

35 Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi (Bandung: Mandra Maju, 1989), Hal 60.

3 Soleh Soemirat dan Asep Suryana, Komunikasi Persuasif (Banten: Universitas Terbuka,
2015), Hal 23.

8" Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004)
Hal 3.
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1949, yang memandang komunikasi sebagai bentuk interaksi antarmanusia
yang saling memengaruhi, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, serta
tidak terbatas pada komunikasi verbal semata, melainkan juga mencakup
komunikasi nonverbal .3
d. Fungsi dan Sighnifikansi Komunikasi

Adler dan Rodman sebagaimana dikutip dalam Alo Liliweri
mengklasifikasikan fungsi komunikasi ke dalam empat ruang lingkup utama.*
Berikut ini merupakan uraian fungsi komunikasi berdasarkan masing-masing
ruang lingkup tersebut:

1) Fungsi universal komunikasi. Komunikasi memiliki empat fungsi
universal, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan identitas,
kebutuhan sosial, serta kebutuhan praktis individu dalam kehidupan
sehari-hari.

2) Fungsi dasar komunikasi. Komunikasi memiliki tujuh fungsi dasar, yaitu
fungsi pendidikan dan pengajaran, di mana komunikasi berperan sebagai
sarana penyampaian pengetahuan, keahlian, dan keterampilan; fungsi
informasi; fungsi hiburan, yang menyediakan berbagai bentuk hiburan
melalui media seperti film, radio, musik, dan permainan; fungsi diskusi;
fungsi persuasi; fungsi promosi kebudayaan; serta fungsi integrasi, yakni

peran komunikasi dalam mempertemukan individu agar saling mengenal

dan memahami kondisi satu sama lain.

3 Riswandi, /lmu Komunikasi (Yogyakarta: Mercu Buana, 2009), Hal 4.
%9 Alo Liliweri, Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hal
135-141.
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3) Fungsi pribadi. Komunikasi memiliki empat fungsi pada ranah pribadi,
yaitu sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas sosial, memperkuat
integrasi sosial, memperluas pengetahuan, serta membantu individu dalam
menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

4) Fungsi sosial. Komunikasi memiliki empat fungsi sosial yang berlaku
dalam komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi massa,
maupun komunikasi melalui media, yaitu fungsi pengawasan, fungsi
menjembatani, fungsi sosialisasi nilai, serta fungsi hiburan.

e. Pengertian Manajemen Komunikasi

Istilah manajemen komunikasi pada umumnya merujuk pada pola dan
mekanisme pengelolaan hubungan komunikasi antara individu dengan individu
lain, maupun antara organisasi dengan pihak eksternal atau internal. Selain itu,
manajemen komunikasi juga dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang
digunakan untuk mendukung dan mencapai tujuan tertentu.’® Berikut ini
disajikan tujuh definisi manajemen komunikasi yang dikemukakan oleh para
pakar.

1) Manajemen komunikasi dipahami sebagai cara individu mengelola proses
komunikasi melalui penyusunan kerangka makna dalam berbagai konteks,
sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan
teknologi guna menjaga keberlangsungan komunikasi.*' Konsep ini juga

menitikberatkan pada pengaturan komunikasi dalam relasi antarpihak

40 Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) Hal 85.
4 Michael Kaye, Communication Management (Australia: Prentice-Hall, 1994) Hal 132.
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melalui pengelolaan kesan, yakni upaya yang dilakukan secara sadar agar
perilaku atau kebijakan dapat dimaknai sesuai dengan harapan. Oleh
karena itu, kemampuan dalam mengelola kesan menjadi kompetensi yang
esensial dalam praktik manajemen komunikasi.*?

2) Menurut Mark Fletcher, manajemen komunikasi merupakan proses
pengelolaan bentuk, isi, dan konten informasi dengan tujuan untuk
mencapai hasil yang spesifik dan terukur.

3) Menurut Antar Venus, manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan
sumber daya komunikasi yang bertujuan meningkatkan kualitas dan
efektivitas pertukaran pesan dalam berbagai konteks. Konteks ini
mencakup komunikasi pada tingkat individual, interpersonal,
organisasional, pemerintahan, sosial, maupun lintas internasional.

4) Menurut Nimmo, manajemen komunikasi merupakan serangkaian
kegiatan yang difokuskan pada pencapaian tujuan melalui pengelolaan
informasi, meliputi penciptaan, pengolahan, penyempurnaan, dan
distribusi citra dengan tujuan memengaruhi opini publik.

5) Menurut Parag Diwan, manajemen komunikasi adalah suatu proses yang
memanfaatkan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui
tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian
unsur-unsur komunikasi, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan.

42 Yusuf Zainal Abidin, Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi (Bandung:
Pustaka Setia, 2015) Hal 131.
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6) Menurut McElreath, manajemen komunikasi adalah proses yang meliputi
penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi
yang disponsori oleh organisasi. Ruang lingkupnya mencakup berbagai
skala, mulai dari pertemuan kelompok kecil, konferensi pers, pembuatan
brosur, kampanye, penyelenggaraan open house, hingga kegiatan politik,
pengumuman layanan publik, maupun penanganan manajemen krisis.

7) Menurut Andrew F. Sikula, manajemen mencakup perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, motivasi, komunikasi, dan
pengambilan keputusan untuk mengoordinasikan sumber daya guna
menghasilkan produk atau jasa secara efisien. Sedangkan manajemen
komunikasi adalah  proses  perencanaan, pengorganisasian,
pengkoordinasian, dan pengendalian penyampaian pesan antar pihak
dengan tujuan tercapainya komunikasi yang efektif, efisien, dan saling
memengaruhi.

Berdasarkan ketujuh definisi manajemen komunikasi yang telah
dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen komunikasi merupakan
suatu proses pengelolaan yang dilakukan oleh individu atau lembaga.
Pengelolaan ini  dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk
mempermudah pelaksanaan komunikasi sekaligus meminimalkan potensi
kegagalan.  Tahapan tersebut meliputi  perencanaan  komunikasi,
pengorganisasian (pembentukan tim), pelaksanaan, pengendalian, serta
evaluasi terhadap unsur-unsur komunikasi, dengan pemanfaatan optimal

terhadap sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia.
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Proses ini dilaksanakan agar individu maupun organisasi mampu
mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Berdasarkan
definisi-definisi yang ada, penulis menilai bahwa manajemen komunikasi
diperlukan oleh seluruh jenis lembaga, baik yang berskala kecil maupun besar,
serta di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Penerapan manajemen
komunikasi memungkinkan lembaga untuk mempermudah pencapaian tujuan,
menjaga keseimbangan antara tujuan yang mungkin saling bertentangan, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Hal ini sejalan dengan
fungsi-fungsi utama manajemen komunikasi.

2. Sosialisasi
a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu upaya untuk menyampaikan informasi atau
berita tertentu kepada khalayak luas. Dalam konteks lain, sosialisasi sering juga
diartikan sebagai bentuk promosi, karena sama-sama bertujuan untuk
memperkenalkan sesuatu kepada masyarakat. Proses sosialisasi memungkinkan
informasi yang sebelumnya tidak diketahui menjadi tersebar secara luas,
sehingga tercipta hubungan komunikasi antara pihak penyampai pesan dan
penerima pesan. Sosialisasi program sendiri dapat diartikan sebagai proses
menyampaikan berbagai program yang dimiliki oleh suatu lembaga atau
perusahaan kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat
memahami, mengenal, dan pada akhirnya menghayati program tersebut dalam

lingkungan mereka.*®

43 A W Widjaja, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hal 31.
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Sosialisasi merupakan proses penting yang memungkinkan seseorang
untuk mempelajari berbagai pengetahuan, keterampilan, serta membentuk sikap
yang diperlukan agar ia dapat berfungsi secara optimal sebagai individu dewasa.
Melalui proses ini, seseorang juga dipersiapkan untuk mampu menjalankan
peran dan tanggung jawab tertentu dalam masyarakat, sehingga dapat
berkontribusi secara aktif sesuai dengan kedudukannya.**

Sosialisasi merupakan proses krusial bagi setiap individu dalam
kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi, seseorang memperoleh pengetahuan,
keterampilan, serta membentuk sikap yang diperlukan untuk berperan secara
optimal sebagai individu yang dewasa, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan
lingkungan sosialnya. Tidak hanya itu, proses ini juga mempersiapkan
seseorang untuk mampu menjalankan peran dan tanggung jawab tertentu dalam
lingkungan sosialnya, sehingga ia dapat berperan aktif dan berkontribusi secara
positif sesuai dengan kedudukan dan peran yang diembannya di masyarakat.*

Sosialisasi adalah proses pembelajaran bagi individu untuk memahami,
menghayati, dan menerapkan nilai serta norma sosial yang berlaku, sehingga
dapat membentuk perilaku dan kepribadiannya agar sesuai dengan harapan
masyarakat.*® Adapun fungsi sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Membentuk pola perilaku dan kepribadian berdasarkan kaidah nilai dan

norma suatu masyarakat

4 Tlaha Farzali Safarova, “the Concept of Socialization and Its Connection With the Theory
of Attachment,” Scientific Bulletin 1, no. 8.5.2017 (2022), Hal 101.

4 Syarbaini Syahrial dan Rusdiyanta, Dasar-Dasar Sosiologi, Edisi pert (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2009) Hal 95.

46 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
Hal 212.
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2) Menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat atas keragaman pola
tingkah laku berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan

3) Menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat

b. Tahapan Sosialisasi
Dalam proses komunikasi, keberhasilan sosialisasi sangat bergantung

pada tiga variabel utama yang harus diperhatikan dengan seksama agar
pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan,
yaitu:

1) Variabel Anteseden merujuk pada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan
dan dianalisis sebelum pelaksanaan komunikasi (sosialisasi) dilakukan.
Faktor-faktor ini terkait dengan kondisi dan karakteristik audiens sasaran,
meliputi aspek sosiodemografis, psikografis, serta kebutuhan nyata
maupun kebutuhan yang dirasakan oleh audiens pada saat ini maupun di
masa mendatang. Pengamatan dan identifikasi terhadap faktor-faktor
tersebut termasuk dalam tahap persiapan sosialisasi, yang disebut sebagai
tahap pra-sosialisasi. Tahap ini mencakup kegiatan pengumpulan data,
analisis kebutuhan, perumusan tujuan, inventarisasi pencapaian tujuan,
penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana operasional, serta
perumusan rencana evaluasi.*’

2) Variabel Proses mengacu pada serangkaian tahapan komunikasi

(sosialisasi) yang harus dijalani secara teratur dan sistematis. Tahapan

47 Jamie A. Gruman, Alan M. Saks, dan David I. Zweig, “Organizational socialization
tactics and newcomer proactive behaviors: An integrative study,” Journal of Vocational Behavior
69, no. 1 (2006), Hal 94.
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tersebut meliputi tahap pengenalan, tahap persuasi, dan tahap keputusan.
ketiga tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu
sendiri.

3) Variabel Konsekuensi merupakan hasil yang muncul dari keputusan untuk
menerima atau menolak suatu inovasi. Variabel ini sering disebut sebagai
tahap pasca sosialisasi, yaitu tahap di mana keseluruhan proses sosialisasi
dievaluasi keberhasilannya, terutama untuk mengetahui sejauh mana
tujuan program tercapai serta dampak yang ditimbulkan. Pada tahap ini
dilakukan evaluasi hasil dan dampak menggunakan instrumen yang telah
disiapkan sejak tahap pra-sosialisasi. Jika keputusan yang diambil adalah
menerima inovasi (adopsi), maka konsekuensinya berupa tindakan nyata
untuk terus mengadopsi dan menerapkannya. Namun, jika inovasi tidak
memuaskan, individu atau kelompok dapat merasa kecewa dan beralih ke
inovasi atau program lain sebagai gantinya.*®

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa
sosialisasi merupakan proses krusial dalam upaya membangun pemahaman,
penerimaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Keberhasilan
sosialisasi sangat ditentukan oleh sejauh mana proses ini dirancang secara
terstruktur, dimulai dari analisis kondisi audiens (anteseden), pelaksanaan
komunikasi yang sistematis (proses), hingga evaluasi terhadap dampak dan

hasilnya (konsekuensi). Dalam konteks Kota Sabang yang memiliki

48 Blake E. Ashforth, David M. Sluss, dan Alan M. Saks, “Socialization tactics, proactive
behavior, and newcomer learning: Integrating socialization models,” Journal of Vocational Behavior
70, no. 3 (1 Juni 2007), Hal 449.
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keragaman sosial dan budaya, sosialisasi tidak cukup hanya bersifat
informatif, tetapi juga harus komunikatif, partisipatif, dan kontekstual agar
pesan syariat yang disampaikan dapat meresap dan diinternalisasi oleh
masyarakat secara menyeluruh.
3. Syariat Islam
Secara etimologis, istilah "syari’at" berasal dari kata tharigat, yang
memiliki makna jalan atau saluran tempat aliran air mengalir dari sumbernya.*°
Dalam konteks ini, syari’at dipahami sebagai jalan yang dapat menuntun
manusia menuju kehidupan yang baik dan penuh kebahagiaan, baik di dunia
maupun di akhirat. Sedangkan secara istilah (terminologi), syari’at merujuk
pada seperangkat aturan yang berasal dari Allah SWT yang termaktub dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah. Aturan-aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan
manusia, mulai dari hubungan dengan Allah, interaksi antar sesama manusia,
hingga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.*® Dengan demikian, syari’at
Islam mencakup seluruh ajaran Islam yang bersumber langsung dari wahyu
Allah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup yang menyeluruh
bagi umat Muslim.
Dalam Al-Qur’an, terdapat lima istilah yang secara langsung berkaitan
dengan konsep syariat, baik dalam bentuk kata benda (ism) maupun kata kerja
(fi’il). Salah satu bentuk eksplisit penyebutan kata “syariat” ditemukan dalam

Surah Al-Jatsiyah ayat 18, yang dimaknai sebagai “jalan” atau “peraturan”.

4 I Manzur, Lisan al-’Arab (Dar Sader, Beirut, 1990), Hal 175.

50 Mir’atul Hayah Aisah, Nur Fatimatuz Zahra, “Interkoneksi dan Interelasi Antara
Syare’at, Figh, Qawa’id Ushuliyyah dan Qawa’id Fighiyah Dalam Hukum Islam,” Jurnal Pikir :
Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam 9, no. 1 (2023).
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Penggunaan makna serupa juga muncul dalam Surah Al-Maidah ayat 48 melalui
istilah al-syir ‘ah, serta dalam Surah Al-A‘raf ayat 163 dengan kata syurra ‘an,
yang secara harfiah berarti “mengapung di permukaan air”, namun dalam
konteks tersebut mengarah pada makna “jalan yang dilalui”. Sementara itu, dua
istilah lain muncul dalam bentuk kata kerja, yaitu syara ‘a pada Surah Al-Sytira
ayat 13, dan syara ‘u pada ayat 21 surah yang sama. Kedua kata ini memiliki
arti yang serupa, yaitu “mensyariatkan” atau “menetapkan hukum syariat”.>
Syariat Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mencakup
seluruh ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad
SAW, meliputi aspek akidah, akhlak, dan hukum. Namun, dalam pemahaman
yang lebih terbatas, istilah "syariat" sering kali dipahami secara khusus sebagai
hukum, ketentuan, atau aturan yang mengatur perilaku manusia yang telah
mukallaf, yakni mereka yang telah dibebani kewajiban syariat.>? Secara lebih
terperinci, syariat mencakup seperangkat aturan yang mengatur hubungan
manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan
sekitarnya. Pemikir Muslim modern Fazlur Rahman, memahami syariat sebagai
sebuah jalan hidup yang baik, yang diwujudkan dalam nilai-nilai keagamaan.>®
Jalan hidup inilah yang diyakininya mampu menyelamatkan manusia dari
kerusakan moral serta penderitaan di dunia. Dengan demikian, syariat dapat

dipahami memiliki dua dimensi utama: pertama, dimensi sakral sebagai wahyu

ilahi yang bersifat transenden dan kedua, dimensi praktis sebagai seperangkat

51 Haedar Nashir, Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia (Bandung:
Mizan, 2013) Hal 124-125.

52 Nashir, Hal 126.

%3 Fazlur Rahman, Islam (Chicago & London: University of Chicago Press, 1979), Hal 100.
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aturan yang berfungsi membimbing perilaku manusia dalam menjalani
kehidupan di dunia.>*

Menurut Ibn Qayyim, hakikat syariat disusun berdasarkan prinsip-
prinsip kebijaksanaan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat, baik di
dunia maupun di akhirat. Syariat itu sendiri merupakan manifestasi dari
keadilan, rahmat, dan kebaikan yang sarat dengan hikmah. Oleh karena itu,
segala hal yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan menuju tindakan
sewenang-wenang, dari rahmat menuju kekerasan, dari kebaikan menuju
kerusakan, serta dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, tidaklah termasuk
dalam bagian dari syariat meskipun ada upaya untuk membenarkannya dengan
berbagai dalil. *°

Syariat Islam merupakan bentuk konkret dari penerapan ajaran agama
dalam kehidupan sehari-hari, yang berpijak pada tiga prinsip utama: akidah,
syariat, dan akhlak. Akidah adalah landasan keyakinan seorang Muslim kepada
Tuhan yang menjadi pusat orientasi hidupnya.®® Syariat mengatur hubungan
manusia dengan Allah, sesama manusia, serta lingkungan melalui serangkaian
perintah dan larangan, dengan tujuan menciptakan keteraturan sosial yang
berlandaskan prinsip amar ma ruf nahi mungkar. Sementara itu, akhlak menjadi

wujud moralitas yang dibangun di atas dasar keimanan, dan menjadi cerminan

54 Syahrizal Abbas, Syariat Islam di Aceh Ancangan Metodologis dan Penerapannya
(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), Hal 10.

5 Ibn Qayyim al-Jawziyya, “A’lamul Muwaqqi’in,” in Syariat Islam yang Kekal dan
Persoalan Masa Kini TR - Agustjik, KMS, ed. oleh Ahmad Zaki Yamani (Jakarta: LSIK Yayasan
Bhineka Tunggal Ika, 1977), Hal 19.

% Mohd. Nasir Omar dan Ibrahim Abu Bakar, Akidah dan Akhlak Islam (Bangi: Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011), Hal 1.
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nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari. Ketiganya saling melengkapi dalam
mewujudkan kehidupan Islami yang utuh.®’

Ketiga prinsip dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak,
tercakup dalam Al-Qur’an sebagai sumber utama syariat Islam. Al-Qur’an
memuat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama
manusia, serta lingkungan di sekitarnya. Dalam penerapan syariat, manusia
menempati posisi sentral dengan dua peran utama: sebagai subjek yang bertugas
memahami dan menjalankan ajaran syariat demi tercapainya kemaslahatan,
serta sebagai objek yang diatur dan dilindungi oleh syariat. Peran sebagai subjek
menuntut kemampuan berpikir dan memahami ajaran dalam Al-Qur’an dan
Hadis, sementara sebagai objek, manusia menjadi sasaran penerapan aturan
agar hidupnya terarah dan seimbang.*®

Syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara
menyeluruh baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun lingkungan. Oleh
karena itu, syariat merupakan pedoman hidup yang komprehensif dan
membumi, yang mencerminkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Salah
satu bentuk konkret implementasi syariat tersebut adalah penerapan Qanun
Jinayat di Aceh, yang berfungsi sebagai perangkat hukum pidana Islam untuk
menata kehidupan masyarakat agar lebih tertib, bermoral, dan sesuai dengan

prinsip-prinsip ajaran Islam.

5 Muchtar Aziz, “Tinjauan Sejarah terhadap pelaksaan syariat Islam Masa Kerajaan
Islam dan NKRI di Aceh,” in dalam. TH Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, Pendidikan dan Syariat
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